PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN986 TENTANG
PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH DAN RUANG UDARADI SEKITAR
BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA
SOEKARNO - HATTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang N@anf@hun 2009 tentang
Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 T200h
tentang Kebandarudaraan, pengaturan mengenai pandiakasi
Bandar Udara yang di dalamnya memuat Rencana |Bduidar
Udara, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbanganas Bat
Kawasan Kebisingan, dan Daerah Lingkungan KerjadBaik/dara,

berada pada Menteri yang membidangi urusan pengaban

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanakslich pada
huruf a, perlu mencabut Keputusan Presiden Nomdratun 1986
tentang Pengendalian Penggunaan Tanah dan Ruang Wdda
Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekatatta;

Mengingat ...
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1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dileglara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengédma
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nofo
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoSg 4

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang

Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indon&aflaun
2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Repuldidniesia
Nomor 4146);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTANEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1986 TENTANG PENGENDALIAN
PENGGUNAAN TANAH DAN RUANG UDARA DI SEKITAR
BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO -
HATTA.

Pasal 1
Mencabut Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 198@&artgn
Pengendalian Penggunaan Tanah dan Ruang UdarakitihrSBandar

Udara Internasional Jakarta Soekarno — Hatta.

Pasal ...
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Pasal2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tangdeiaghkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd.

Dr. M. Iman Santoso



